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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

Indonesia dengan berjuta keanekaragaman yang ada, baik dari jenis suku, 

bahasa, agama, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural yang 

demi mencapai suatu tujuan bernegara yang baik diperlukan aturan dan ketetapan dari 

pemerintah yang baik pula. Dimulai dari aturan mendasar yang ditujukan kepada 

masyarakat umum untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, 

dan sejahtera, hingga aturan bagi pihak-pihak yang ikut serta menopang 

perekonomian negara. 

Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan 

dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata 

masih berada pada rentang perjalanan panjang. 

Salah satu hal yang dapat dikategorikan sebagai penopang perekonomian 

negara ialah dengan adanya badan hukum. Dimana hal tersebut tertuang di dalam 

hukum sebagaimana terdapat 2 (dua) subjek hukum yang mengemban hak dan 

kewajiban dan mampu melakukan perbuatacn hukum atau mengadakan hubungan 

hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rehcts bekwaamheid) 

dan kewenangan hukum (rechts bevoedgheid).  

 

 

1 
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Adapun yang menjadi subjek hukum adalah:
1
 

1. Manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) yang sehat rohani/jiwanya, 

tidak dibawah pengampuan. 

2. Badan hukum (rechts persoon). 

Subjek hukum itu sendiri adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia 

dan badan hukum yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan 

tuntutan kebutuhan masyarakat.
2
 

Perusahaan dalam perspektif hukum merupakan subjek hukum. Dengan 

demikian Perusahaan mengemban hak dan kewajiban sebagai recht persoon untuk 

bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu 

bentuk tanggung jawab tersebut di dalam perusahaan diselenggarakan dalam sebuah 

program kegiatan yaitu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung 

jawab tersebut merupakan pembebanan hukum yang bersifat wajib dan legal karena 

hal ini sebagai akibat dari didirikannya suatu bentuk badan hukum yang dalam hal ini 

berbentuk Perusahaan yang melaksanakan kegiatan perseroan yang berkaitan dengan 

sumber daya alam.  

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan 

sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di 

Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri 

memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

                                                           
1
 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2015, hlm 10. 
2
 Chidir Ali, Badan Hukum, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm 11. 
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nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri 

sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah 

membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting 

yang diberikan oleh pemerintah.
3
 

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam 

melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan 

dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan 

pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public 

Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan 

memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah 

Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk 

sektor perkebunan, industri maupun eksport menjadi bagian kegiatan perusahaan 

yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan Public Service Obligation (PSO).
4
 

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri 

pupuk nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan 

wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saat ini 

Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan 

tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.
5
 

Maka dengan hal tersebut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam mengemban kewajiban untuk 

                                                           
3
 http://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/, diakses pada tanggal 23 September 

2017 pukul 15.30 WIB. 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

http://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/
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melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut termaktub di dalam 

Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:
6
 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Kewajiban tersebut di atas dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas yang kewenangan dalam pembentukan Peratuan 

Pemerintah ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) berbunyi: 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

                                                           
6
 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756). 



5 
 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.”
7
 

Sebagaimana di dalamnya diatur segala sesuatu hal yang terkait dengan 

kegiatan Perusahaan terkhusus Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dibahas di atas 

merupakan wujud dari komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan dengan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun 

Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 

setempat.
8
 

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dilaksanakan 

dalam sebuah program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun 

istilah CSR sendiri kini semakin populer di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis, 

namun sayangnya pelaksanaan atas tanggung jawab tersebut kadang masih banyak 

perusahaan yang tidak menjalankannya, atau menjalankan kegiatan tersebut tetapi 

                                                           
7
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756). 

8
 Penjelasan Bagian Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5305). 
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dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang membebani 

hal itu sebagai kewajiban. 

Pengertian Corporate Social Responsibility sendiri adalah komitmen 

perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

sosial, dan lingkungan.
9
 

Kompleksitas permasalahan sosial (social problems) yang semakin rumit 

dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu 

memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
10

 

Pembahasan terkait dengan penjelasan di atas ialah bahwa di dalam 

perusahaan khususnya Perseroan Terbatas terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang 

tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, dimana secara umum Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur di dalam ketentuan Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan secara 

khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang kewenangan pembuatan 

peraturannya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

                                                           
9
 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1. 

10
 Ibid. 
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Dalam pelaksanaannya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur lebih 

jelas dan rinci didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen 

BUMN). Permasalahannya ialah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai perusahaan 

swasta yang juga merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN secara 

sukarela tunduk pada aturan negara yang mengatur terkait Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan tersebut, yakni sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan, sebagaimana adanya aturan pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor SE-21/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program 

Kemitraan Bina Lingkungan dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa adanya pembedaan 

antara Tanggung Jawab Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan yang sekiranya 

menjadi landasan bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk membagi pembagian 

bidang/unit kerja untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

tersebut, disertai dengan aturan lebih lanjut sesuai dengan aturan perusahaan. 

 Serta dalam pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dengan tahapan yang telah 

ditentukan oleh aturan-aturan hukum yang ada tersebut di atas dengan 

memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, sehingga hasil akhir dari kegiatan 

tersebut diarsipkan dalam sebuah laporan kegiatan yang diatur khusus oleh masing-

masing perusahaan dengan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis 

mengambil judul : “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 

TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT PUPUK 

SRIWIDJAJA PALEMBANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi dan prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan yang dibuat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi dan prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam terlaksananya 

kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan 

dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat? 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknolongi bagi masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang 

melaksanakan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum. Serta dapat dijadikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 

Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan 

pengetahuan dari calon sarjana dalam hal Implementasi Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

2. Manfaat secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapakn dapat dijadikan sebagai pedoman bagi 

masyarakat dan pelaksana badan usaha untuk mengetahui dan memanfaatkan 

secara baik hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

 

E. Ruang Lingkup 

Pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini hanya membahas tentang implementasi dan prosedur pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan 
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faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang 

dibuat. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
11

 adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

2. Teori Tanggung Jawab 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) teori dibawah ini. Secara 

umum teori-teori tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
12

 

 

                                                           
11

 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2008, Jakarta, hlm 8. 

12
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 73-79. 
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a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strick liability) sering diidentikkan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolut liability). Kendati demikian 

ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. 

Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan 

untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force 

majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute 

liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri 

dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan 

pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.
13

 

b. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 

klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam 

perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci 

atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka 

si konsumen hanya dibatasi gantu kerugian sebesar sepuluh kali harga  satu 

rol film baru. 

                                                           
13

 Ibid., hlm 23. 
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Tanggung Jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku 

manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, 

merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. 

Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari 

tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu 

dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh 

kesadaran intelektualnya.
14

 

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab 

kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, 

artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai 

bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari 

kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu 

mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati 

nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada 

masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa 

membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta 

menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, 

melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga 

berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. 

Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang 

                                                           
14

 Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan 
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 121. 
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membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa 

kepada Tuhan.
15

 

3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.
16

 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, 

yaitu sebagai berikut:
17

 

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). 

Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). 

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak 

untuk semua orang di depan pengadilan. 

                                                           
15

 Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 60. 
16

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158. 
17

 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, diakses pada 
23 September 2017 pukul 17.05 WIB. 

http://hukum.kompasiana.com/
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c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility.  

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa 

crux”  yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang 

dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan 

tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 

keadilan.
18

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
19

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

                                                           
18

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59. 

19
 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1999, hlm 23. 
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Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
20

 

 

G. Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metedologi juga merupakan analisi 

teoretis mengenai suatu cara atau metode.
21

 Pada penelitian ini yang berkaitan dengan 

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang, untuk dapat dapat dipahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang 

bersangkutan. 

Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. 

1. Jenis Penelitian 

Pada penilitian hukum ini penulis memakai jenis penelitian empiris, karena 

penulis akan terjun langsung ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk melakukan 

penelitan tentang berbagai masalah yang tertuang pada tujuan permasalahan pada 

                                                           
20

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung 
Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83. 

21
 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelItian, diakses pada tanggal 11 April 2017 

pukul 16:23. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelItian
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proposal ini serta dikaitkan dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sebab 

pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
22

 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang 

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diidentifikasi.
23

 

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan secara praktis 

untuk mempelajari kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan 

perundang-undangan lainnya. 

Dalam hal ini berkaitan dengan Implementasi dan Prosedur Pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang. 

                                                           
22

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 139. 
23

 H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, PT Alumni, 
Bandung, 2014, hlm 168. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

a. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 

informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara 

memerlukan dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interview 

(yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada 

narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara 

dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya 

sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.
24

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap 

data-data hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data 

sekunder ini dapat diperoleh dari: 

1) Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan 

diantaranya: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

                                                           
24

 Burhan Ashshofia, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95. 
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d) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen 

BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan. 

e) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina 

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 

f) Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-

07/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan 

Bina Lingkungan dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

g) Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-

21/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan & 

Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara. 

2) Badan Hukum Sekunder 

Hasil penelitian ini didapat dari permohonan permintaan data dan 

wawancara, berupa: 

a) Akta Nomor 26 tanggal 16 Januari 2011 tentang Berita Acara Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, 

Notaris Lumassia, S.H. 
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b) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 

SD/DIR/440/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program 

Kemitraan Usaha Kecil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

c) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 

SD/DIR/441/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program 

Bina Lingkungan/CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

d) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 

SD/DIR/069/2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di 

Lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang. 

Serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, antara lain seperti doktrin-doktrin dan teori teori hukum, hasil 

penelitian atau karya ilmiah. 

3) Badan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan 

kamus lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang dibutuhkan oleh penulis berdasarkan permasalahan yang tertuang 

di atas dan teknik pengumpulannya dilakukan dengan permintaan pengambilan 

data yang diperoleh langsung dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang 

merupakan data yang belum diolah atau data mentah. Data-data tersebut 

dikumpulkan dari studi yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 
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a. Studi Lapangan 

Karena jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris 

maka data yang dikumpulkan ialah berdasarkan studi langsung di lapangan, 

yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam 

mengurus urusan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Kota 

Palembang tepatnya di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang 

beralamat di Jl. Mayor Zen, Palembang, 30118. Sehingga penulis akan 

melaksanakan penelitian ke Kantor tersebut berdasarkan permasalahan yang 

tertuang pada tujuan permasalahan di atas.  

6. Sampel Penelitian 

Sampel pada penelitian ini ditujukan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 

selaku perusahaan yang menjadi sorotan penulis atas kewajibannya untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan selaku perusahaan yang 

memanfaatkan sumber daya alam 
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Cara yang digunakan untuk menentukan sampe;/responden yang digunakan 

dalam penelitian hukum ini yaitu dengan Purposive Sampling dalam arti 

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-

unsur dari sampel. Syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini 

yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini.
25

 

7. Teknik Analisis Data 

Teknis penganalisaan data yang penulis lakukan memakai teknik analisis 

kualitatif metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data didapatkan lalu 

dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang 

diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar topik permasalahan yang dibahas.
26

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.
27

 Kesimpulan ini diambil 

dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar 

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
28
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26
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27
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